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Abstract 
The purpose of this research is to analyze the effect of government spending 
sectors of education, health, LPFR and the GDRP of the Human Development 
Index and poverty in Indonesia in 2010-2014. In this research there are two 
variables dependent HDI is one indicator of the progress of a country and 
poverty can make the effects serious enough for human development because 
of the problem of poverty is a complex problem that stems from the inability 
of people to meet their basic needs so that the needs of others as education 
and health was neglected. In this study, there are four independent variables 
were analyzed, namely government spending in education, health, LPFR and 
the GDRP of the HDI and poverty so that policies are made to increase the 
number of HDI and reduce poverty. The analysis model is the panel data 
regression. Results of regression with panel data regression model showed 
government spending positive effect on the health sector and LPFR HDI 
negative effect on the HDI. While government spending has no effect on the 
education sector and the GDRP HDI has no effect on the HDI. Government 
spending negatively affect the education sector poverty, public expenditure on 
health sector negatively affect the GDRP of poverty and negatively affect 
poverty. While LPFR no effect on poverty. 
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PENDAHULUAN 

Pengertian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagaimana yang dikeluarkan 
oleh UNDP (1999) merupakan salah satu pendekatan untuk mengukur tingkat 
keberhasilan pembangunan. IPM mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk 
mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. Walaupun tidak dapat 
mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok 
pambangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (basic 
capabilities) penduduk.  

Posisi manusia selalu menjadi tema sentral dalam setiap program pencapaian 
pembangunan. Dalam skala internasional dikenal tujuan pembangunan milenium 
(Millenium Development Goals/MDG’s), yang disepakati oleh pemimpin dunia organisasi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam KTT tahun 2000. MDG merupakan komitmen 
masyarakat internasional, khususnya negara yang sedang berkembang, terhadap visi 
pembangunan. Visi ini secara kuat menempatkan pembangunan sosial dan ekonomi 
secara berkelanjutan. Secara nasional beberapa tahun belakangan ini banyak program 
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atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengangkat kondisi sosial dan 
ekonomi. Kebijakan ini sesuai dengan rekomendasi United Nations Development 
Programme (UNDP) dalam buku”The Economics of Democracy: Financing Human 
Development in Indonesia” dengan menekankan perlunya aspek pembiayaan yang lebih 
memadai bagi masyarakat miskin untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Secara 
eksplisit UNDP menyarankan bahwa Indonesia perlu memberikan prioritas investasi yang 
lebih tinggi pada upaya pembangunan manusia dan cara pembiayaannya BPS (2007) .  
UNDP telah mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam ukuran 
kuantitatif yang disebut Human Development Index (HDI). Meskipun HDI merupakan alat 
ukur pembangunan SDM yang dirumuskan secara konstan, diakui oleh UNDP (1993) tidak 
akan pernah menangkap UNDP mengukur HDI dengan pencapaian rata-rata sebuah 
negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu Arsyad (1999): 

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saat 
kelahiran; 

2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa 
(bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas gross 
enrollment ratio(bobot satu per tiga); 

3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita gross domestic 
product / produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli purchasing power 
parity dalam Dollar AS.  

Menurut Todaro (2006) pembangunan manusia mengandung tiga komponen 
universal sebagai tujuan utama meliputi: 

1. Kecukupan, yaitu merupakan kebutuhan dasar manusia secara fisik. Kebutuhan 
dasar adalah kebutuhan yang apabila tidak dipenuhi akan menghentikan 
kehidupan seseorang, meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan dan keamanan. 
Jika satu saja tidak terpenuhi akan menyebabkan keterbelakangan absolut. 

2. Jati diri, yaitu merupakan komponen dari kehidupan yang serba lebih baik adalah 
adanya dorongan dari diri sendiri untuk maju, untuk menghargai diri sendiri, 
untuk merasa diri pantas dan layak mengejar sesuatu, dan seterusnya. Semuanya 
itu terangkum dalam self esteem (jati diri). 

3. Kebebasan dari sikap menghamba, yaitu merupakan kemampuan untuk memiliki 
nilai universal yang tercantum dalam pembangunan manusia adalah kemerdekaan 
manusia. Kemerdekaan dan kebebasan di sini diartikan sebagai kemampuan 
berdiri tegak sehingga tidak diperbudak oleh pengejaran dari aspek-aspek materil 
dalam kehidupan. Dengan adanya kebebasan kita tidak hanya semata-mata dipilih 
tapi kitalah yang memilih. 
Selain IPM, kemiskinan merupakan salah satu persoalan  mendasar yang menjadi 

pusat perhatian pemerintah Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan berbagai 
kebijakan untuk penanggulangan kemiskinan, namun masih belum optimal. Pemerintah 
telah mencanangkan beberapa upaya penanggulangan kemiskinan dari tahun ketahun. 
 Salah satu wujud kebijakan adalah penyusunan anggaran karena kebijakan membutuhkan 
pendanaan. Boediono (1999) mengungkapkan bahwa dalam teori ekonomi makro, 
pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai 
berikut: 
1. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa; 
2. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.Perubahan gaji pegawai mempunyai 

pengaruh terhadap proses makro ekonomi, di mana perubahan gaji pegawai akan 
mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung; 

3. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment. Transfer payment bukan pembelian 
barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran 
atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran 
subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran 
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pensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara 
ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos 
gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.  

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan 
Manusia dan kemiskinan. Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel tersebut teridiri dari 
tiga variabel independen yaitu pengeluaran pemerintah pada sektor Pendidikan, 
kesehatan, TPAK dan PDRB. 

Hubungan pengeluaran pemerintah dengan Indeks Pembangunan Manusia 
dijelaskan sebagai berikut. Investasi publik di bidang pendidikan dan kesehatan akan 
memberikan kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang lebih merata kepada 
masyarakat sehingga sumber daya manusia (SDM) handal yang sehat menjadi semakin 
bertambah.  IPM di Indonesia saat ini berada pada tingkat menengah dibandingkan 
dengan negara-negara lain. Selain itu ada daerah di Indonesia yang tingkat IPM nya masih 
rendah. Kemudian permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang 
penting guna memberikan solusi kepada pemerintah guna pengentasan kemiskinan 
sehingga perlu dikurangi tingkat kemiskinan di Indonesia Berdasarkan uraian di atas, 
penulis tertarik menganalisis masalah ini dengan melakukan penelitian dengan judul 
“Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Tingkat Partisipasi 
Angkatan Kerja dan PDRB  terhadap Indeks Pembangunan Manusia dan Kemiskinan di 
Indonesia 2010-2014.” 

Masalah yang dihadapi masyarakat Indonesia saat ini terkait dengan masalah 
pembangunan manusia dan angka kemiskinan menjadi permasalahan yang krusial. alasan 
peneliti memilih variabel dependent IPM merupakan salah satu indikator bagi kemajuan 
suatu negara dan kemiskinan dapat menjadikan efek yang cukup serius bagi 
pembangunan manusia karena masalah kemiskinan merupakan sebuah masalah yang 
kompleks yang bermula dari ketidak mampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 
pokok sehingga kebutuhan yang lain seperti pendidikan dan kesehatan pun terabaikan. 
Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yang dianalisis yaitu pengeluaran 
pemerintah di sektor  pendidikan, kesehatan, dan partisipasi angkatan kerja dan PDRB 
terhadap IPM dan kemiskinan agar kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan jumlah IPM 
dan menurunkan angka kemiskinan, terdapat permasalahan bagi pembangunan kualitas 
sumberdaya manusia yang tercermin dari indeks pembangunan manusia adalah investasi 
terhadap sektor pendidikan dan partisipasi angkatan kerja dan PDRB yang pada akhirnya 
berpengaruh terhadap kemiskinan.  
 
METODE  
 Jenis Penelitian ini merupakan asosiatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang 
bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau 
bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya (Kuncoro, 2011). Jenis data 
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk cross 
section 33 provinsi pada periode 2010-2014.  Sumber data diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik (BPS) Pusat, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta dari 
berbagai literatur dan artikel yang dimuat di media massa, baik cetak maupun elektronik 
yang relevan dengan pokok penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 
terdiri dari pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan yang diukur dari 
realisasi APBN di sektor pendidikan dan kesehatan, dalam satuan juta rupiah. 
Pembangunan manusia yang di-proxy dari angka IPM (IPM) yang diukur dalam satuan 
angka. Angka kemiskinan yang diukur dari persentase penduduk miskin regional. Adapun 
periode kajian studi ini adalah tahun 2010-2014. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasi estimasi Y1 (IPM)  model dengan menggunakan metode analisis Fixed effect, 

adalah sebagai berikut : 
Y = 4,207564 + 0,004001 Log X1it + 0,017239 Log X2it – 0,131820 X3it +0,000018 Log X4it 

t = (14,74360)  ( 0,794926)     (2,829080)      (-3,285420)  (0,001082)  
α= 5%  N= 165  R2

adj =0,724473  F=181,274532  DW=1,803643 
Keterangan : 
Y1  = Indeks Pembangunan Manusia 
Log Xit = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 
Log X2it = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 
X3it = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
Log X4it = PDRB 
 Nilai koefisien regresi 0,004001 berarti bahwa setiap peningkatan pengeluaran 
pendidikan pemerintah sektor pendidikan, sebesar 1 persen maka akan menyebabkan 
kenaikan IPM sebesar 0,004001 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris 
paribus). Nilai koefisien regresi 0,017239 berarti bahwa setiap peningkatan pengeluaran 
pemerintah sektor kesehatan, sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan IPM 
sebesar 0,017239 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus). Nilai 
koefisien regresi -0,131820 berarti bahwa setiap peningkatan TPAK sebesar 1 persen 
maka akan menyebabkan menurunkan IPM sebesar -0,131820  persen dengan asumsi 
variabel lain tetap (ceteris paribus). Nilai koefisien regresi 0,000018 berarti bahwa setiap 
peningkatan PDRB, sebesar 1 persen maka akan menyebabkan kenaikan IPM sebesar 
0,000018 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus). 
Kriteria Statistika. 

1. Penaksiran Koefisien Determinasi (R2adj) 
  Berdasarkan hasil estimasi, koefisisen determinasi atau R2adj dari model 
yang digunakan adalah sebesar 0,724473 . Nilai ini berarti, bahwa perubahan variabel 
Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Indonesia dapat diterangkan oleh variabel 
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan , pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, 
TPAK dan PDRB sebesar 72,45 %  sedangkan sisanya 27,55 % diterangkan variabel lain 
yang tidak  masuk dalam penelitian. 

2. Uji Pengaruh Secara Bersama-sama (Uji F- Statistika) 
 Uji F merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh 
semua variabel secara bersama-sama yaitu variabel independen antara lain; pengeluaran 
pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, TPAK dan 
PDRB terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu indeks pembangunan manusia.  
Probabilitas F-statistik = 0,000000 ≤ nilai probabilitas α = 5%, berarti H1 diterima yang 
artinya seluruh variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, 
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, TPAK dan PDRB berpengaruh signifikan 
terhadap indeks pembangunan manusia (IPM). 

3.  Uji pengaruh Secara Parsial (Uji t-statistika) 
  Dengan menggunakan pengujian satu sisi (one tail test) dan drajat kebebasan 
(degree of freedom)=(n-k), dimana n= 165 dan k= 4 (termasuk konstanta ) pada level of 
significance tertentu (5%) dapat diketahui pengaruh variabel bebas decara parsial dalam 
tabel berikut  : 

Uji t-statistika IPM 

Variable Koefisien Std. Error t-Statistic Prob.   
C 4,207564 0,285382 14,74360 0,0000 
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 
Log X1 0,004001 0,005033 0,794926 0,4281 
Pengeluaran Pemerintah Sektor 0,017239 0,006094 2,829080 0,0054 
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tabel terlihat nilai t-statistik variabel pengeluaran  berdasarkan pemerintah sektor 

kesehatan dan TPAK lebih besar dari t-tabel pada level significance 0,05 yang berarti ke 
pengeluarn sektor kesehatan berpengaruh positif dan TPAK negatif terhadap IPM.  
Sedangkan nilai t-statistic variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan PDRB 
lebih kecil dari nilai t-tabel, sehingga variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap 
IPM.   
 Sehubungan dengan hipotesis-hipotesis ini yang telah diambil sebelumnya, maka 
hipotesis ini menyatakan pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan berpengaruh positif 
terhadap IPM adalah diterima dan TPAK berpengaruh negatif diterima. Sedangkan 
hipotesis yang menyatakan bahwa Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan PDRB 
berpengaruh positif terhadap IPM ditolak. 

1. Pemilihan model regresi faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan  
a. Uji F restricted (Hausman)   

 Untuk mengetahui model mana yang lebih baik diantara random effect dengan 
fixed effect maka terlebih terdahulu dilakukan uji f restricted atau uji hausman. Dalam uji f 
restricted ini hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. 
H0  : fixed effect model  
H1  : random effect model 
Berdasarkan hasil Uji F restricted diperoleh nilai Chi-Sq. Statistic 5.757494 sebesar  
dengan df (4). dan probabilitas kesalahan 0,2180. Probabilitas diperoleh nilai 0,2180 
maka lebih besar 5% sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 dan model terbaik yang dapat 
digunakan berdasarkan uji F restricted ialah model random effect model. 
Berdasarkan hasi uji F restricted diperoleh hasil model yang terbaik untuk penelitian ini 
adalah regresi data panel random effect model. Selanjutnya oleh karena itu akan dilakukan 
analisis regresi variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran 
pemerintah sektor kesehatan, TPAK dan PDRB Indonesia pada periode 2010-2014 dengan 
menggunakan analisis regresi data panel random effect model. 

a. Hasil estimasi 
 Hasi estimasi Y2 (Kemiskinan)  model dengan menggunakan metode analisis Fixed 
effect, adalah sebagai berikut : 
Y = 5,790322 - 0,040750 Log X1it - 0,036650 Log X2it - 0,010577 X3it - 0,129824 Log X4it 

t = (9,535628)  (-3,823190)    (-2,845124)    (-0,123830)   (-3,637936) 
α= 5%  N= 165  R2

adj = 0,979110 DW=  1,822518 
Keterangan : 
Y2  = Kemiskinan 
Log X1it = Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan 
Log X2it = Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan 
X3 = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 
Log X4it = PDRB 
 Hasil penelitian nilai koefisien regresi -0,040750 berarti bahwa setiap peningkatan 
pengluaran pemerintah sektor pendidikan, sebesar 1 persen maka akan menyebabkan 
penurunan kemiskinan sebesar -0,040750 persen dengan asumsi variabel lain tetap 
(ceteris paribus). Hasil penelitian nilai koefisien regresi -0,036650 berarti bahwa setiap 
peningkatan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, sebesar 1 persen maka akan 
menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -0,036650 persen dengan asumsi variabel 
lain tetap (ceteris paribus). Hasil penelitian nilai koefisien regresi -0,010577 berarti 
bahwa setiap peningkatan TPAK, sebesar 1 persen maka akan menyebabkan penurunan 
kemiskinan sebesar -0,010577 persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus). 

Kesesehatan Log X2 
TPAK X3 -0,131820 0,040123 -3,285420 0,0013 
PDRB Log X4 1.,85E-05 0,017094 0,001082 0,9991 
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Hasil penelitian nilai koefisien regresi -0,129824 berarti bahwa setiap peningkatan PDRB, 
sebesar 1 persen maka akan menyebabkan penurunan kemiskinan sebesar -0,129824 
persen dengan asumsi variabel lain tetap (ceteris paribus). 
b.  Kriteria Statistika 
1. Penaksiran Koefisien Determinasi (R2adj) 
  Berdasarkan hasil estimasi, koefisisen determinasi atau R2

adj dari model 
yang digunakan adalah sebesar 0,979110. Nilai ini berarti, bahwa perubahan variabel 
Indeks Pembangunan Manusia provinsi di Indonesia dapat diterangkan oleh variabel 
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan , pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, 
TPAK dan PDRB sebesar 97,91 %  sedangkan sisanya 3,9 % diterangkan variabel lain yang 
tidak  masuk dalam penelitian. 
2. Uji Pengaruh Secara Bersama-sama (Uji F- Statistika) 
 Uji F merupakan salah satu uji statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh 
semua variabel secara bersama-sama yaitu variabel independen antara lain; pengeluaran 
pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, TPAK dan 
PDRB terhadap variabel dependen (variabel terikat) yaitu kemiskinan.  
Probabilitas F-statistik = 0.000000 ≤ nilai probabilitas α = 5%, berarti H1 diterima yang 
artinya seluruh variabel bebas yaitu pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, 
pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, TPAK dan PDRB berpengaruh signifikan 
terhadap kemiskinan. 
3. Uji pengaruh Secara Parsial (Uji t-statistika) 
  Dengan menggunakan pengujian satu sisi (one tail test) dan drajat 
kebebasan (degree of freedom)=(n-k), dimana n= 165 dan k= 4 (termasuk konstanta ) 
pada level of significance tertentu (5%) dapat diketahui pengaruh variabel bebas decara 
parsial dalam tabel berikut. 

Uji t-statistika Kemiskinan 

Variable Koeficient Std. Error t-Statistic Prob.   
C 5,790322 0,607230 9,535628 0,0000 
Pengeluaran Pemerintah Sektor 
Pendidikan Log X1 -0,040750 0,010659 -3,823190 0,0002 
Pengeluaran Pemerintah Sektor 
Kesehatan  Log X2 -0,036650 0,012882 -2,845124 0,0050 
TPAK -0,010577 0,085414 -0,123830 0,9016 
PDRB Log X4 -0,129824 0,035686 -3,637936 0,0004 
 Berdasarkan Tabel 4.3 terlihat nilai t-statistik variabel pengeluaran pemerintah 
sektor kesehatan dan TPAK lebih besar dari t-tabel pada level significance 0,05 yang 
berarti pengeluaran sektor pendidikan, pengeluarn sektor kesehatan dan PDRB negatif 
terhadap Kemiskinan.  Sedangkan nilai t-statistic variabel TPAK dari nilai t-tabel, sehingga 
variabel tenaga kerja tidak berpengaruh terhadap IPM. Sehubungan dengan hipotesis-
hipotesis yang telah diambil sebelumnya, maka hipotesis ini menyatakan pengeluaran 
pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan PDRB berpengaruh negatif tehadap 
kemiskinan diterima. Sedangkan hipotesis yang menyatakan TPAK berpengaruh negatif 
terhadap kemiskinan adalah ditolak. 
Pengujian Asumsi Klasik  
1. IPM 
a. Uji Normalitas 

Ringkasan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque Bera, J-B hitung 
4,782915 dan Prob. 0,091496. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa nilai 
probabilitas J-B hitung persamaan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa residual ut 
terdistribusi normal. Dalam penelitian ini tetap bersifat BLUE (Best Liniear Unbiased 
Estimator).  
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b. Uji Heteroskedasitas 

Untuk menguji gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan 
menggunakan Uji Park. Uji Park merupakan prosedur dua tahap, pada tahap pertama kita 
lakukan regresi OLS dengan mengabaikan heteroskedastisitas, kemudian didapatkan nilai 
residual. Pada tahap kedua dilakukan regresi dengan mentransformasi nilai residual 
menjadi logaritma, dengan menggunakan kriteria pengujian, Apabila β ≤ 0,05, maka 
heteroskedastik terjadi pada data dan apabila β ≥ 0,05, maka heteroskedastik tidak terjadi 
pada data.  

Uji Heterokedasitas 
Variabel      Prob.    
 Signifikan  
Pengeluaran Peemerintah Sektor Pendidikan Log X1 0,7087  ≥  0,05
  
Pengeluaran Pemerintah Sektor kesehatan Log X2 0,7513  ≥  0,05
  
TPAK X3     0,0555  ≥  0,05  
PDRB Log X4     0,2598  ≥  0,05 
  

Hasil Uji Heteroskedastisitas menggunakan Uji Park Variabel Probabilitas Signifikan 
Keterangan Hasil menggunakan Uji Park pada tabel  dapat diketahu bahwa nilai 
probabilitas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yaitu 0,7087, pengeluaran 
pemerintah sektor kesehatan 0,7513 TPAK 0,0555 dan PDRB 0,2598 dengan keseluruhan 
dianggap lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka dapat disimpulkan tidak 
terjadi masalah heteroskedastisitas pada data. 
c. Uji Autokolerasi 
Uji autkorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu .  Pada 
analisis regresi nilai DW 1,803643 dan nilai DL 1,6960 dan DU 1,7953 .DL < DU < DW 
yakni 1,6960 DL, 1,7953 DU 1,803463 DW. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
gejala autokorelasi. 
d. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas menggunakan VIF (Variance Infation Factors) : 

Uji Multikolinearitas 
 Coefficient Centered 
Variable Variance VIF 
Pengeluaran Pemerintah Sektor 
Pendidikan Log X1  2,09E-05  1,529570 
Pengeluaran Pemerintah Sektor 
Kesehatan Log X2  2,73E-05  1,620114 
TPAK X3  0,002380  1,035854 
PDRB Log X4  7,14E-05  1,049898 

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada kolom tabel centered VIF. Nilai VIF 
varaibel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor 
kesehatan, TPAK dan PDRB tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5 maka dikatakan tidak 
terjadi multikolinearitas pada variabel bebas tersebut. Berdasarkan syarat asumsi klasik 
regresi linier dengal OLS, maka model regresi linier yang baik adalah yang terbebas dari 
multikolinearitas. Dengan demikian, model tersebut telah terbebas dari adanya 
multikolinearitas. 
2. Kemiskinan 
a. Uji Normalitas 
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Ringkasan hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque Bera, J-B hitung 2,279347 
dan Prob. 0,319923 .Berdasarkan perhitungan  tersebut dapat diketahui bahwa nilai 
probabilitas J-B hitung persamaan lebih kecil dari 0,05 yang berarti bahwa residual ut 
terdistribusi normal. Dalam penelitian ini tetap bersifat BLUE (Best Liniear Unbiased 
Estimator). 
b. Uji Autokolerasi 

Uji autkorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan . Uji 
autkorelasi bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesalahan pengganggu .  Pada 
analisis regresi nilai DW 1.803643 dan nilai DL 1,6960 dan DU 1,7953 .DL < DU < DW 
yakni 1,6960 DL, 1,7953 DU, 1,822518 DW. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat 
gejala autokorelasi. 
c. Uji Heteroskedastisitas 

Untuk menguji gejala heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan 
menggunakan Uji Park. Uji Park merupakan prosedur dua tahap, pada tahap pertama kita 
lakukan regresi OLS dengan mengabaikan heteroskedastisitas, kemudian didapatkan nilai 
residual. Pada tahap kedua dilakukan regresi dengan mentransformasi nilai residual 
menjadi logaritma, dengan menggunakan kriteria pengujian, Apabila β ≤ 0.05, maka 
heteroskedastik terjadi pada data dan apabila β ≥ 0.05, maka heteroskedastik tidak terjadi 
pada data.  

Uji Heteroskedastisitas 
 
Variabel       Prob.   
 Signifikan 
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Log X1  0, 6928 ≥ 0,05  
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan  Log X2  0, 9422 ≥ 0,05  
TPAK X3      0, 3438 ≥ 0,05  
PDRB Log X4      0, 6556 ≥ 0,05 
 

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Park. Dari tabel dapat diketahui 
bahwa nilai probabilitas pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yaitu 0,6928, 
pengeluaran pemerintah sektor kesehatan 0,9422, TPAK 0,3438 dan PDRB 0,6556 dengan 
keseluruhan dianggap lebih besar dari nilai signifikansi yaitu 0,05, maka dapat 
disimpulkan tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada data. 
e.  Uji Multikolinearitas 
Uji Multikolinearitas menggunakan VIF (Variance Infation Factors) : 

Tabel 4.7 Uji Multikolinearitas 
 Coefficient Centered 
Variable Variance VIF 
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Log X1  0,001548  1,529573 
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Log X2  0,002022  1,620115 
TPAK X3  0,176510  1,035851 
PDRB Log X4  0,005292  1,049900 
   

Hasil uji multikolinearitas, dapat dilihat pada kolom tabel centered VIF. Nilai VIF 
variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor 
kesehatan, TPAK dan PDRB tidak ada yang lebih besar dari 10 atau 5 maka dikatakan tidak 
terjadi multikolinearitas pada variabel bebas tersebut. 
Berdasarkan syarat asumsi klasik regresi linier dengan OLS, maka model regresi linier 
yang baik adalah yang terbebas dari multikolinearitas. Dengan demikian, model tersebut 
telah terbebas dari adanya multikolinearitas. 
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KESIMPULAN 
Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berpengaruh positif signifikan terhadap 

IPM dan TPAK berpengaruh negatif signifikan terhadap IPM. Sedangkan pengeluaran 
pemerintah sektor pendidikan dan PDRB tidak berpengaruh terhadap IPM.  Pengeluaran 
pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan PDRB 
berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Sedangkan TPAK tidak berpengaruh 
terhadap kemiskinan. 
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